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Abstract
Sexual abuse against children continues to occur in society and often leaves serious psychologi-
cal and developmental consequences for child victims. This article examines criminal acts and
criminal sanctions for sexual abuse of minors under the Criminal Code, the Child Protection Law,
and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and relates them to Decision No.
507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. The study also analyzes the effectiveness of the implementation of
child protection norms in providing legal protection for children. Using normative juridical research,
the article finds that the applicable legal framework already provides a basis for punishment and
protection, but its implementation still depends heavily on the consistency, sensitivity, and profes-
sionalism of law enforcement officers. The decision reviewed in this study reflects the use of child
protection norms to affirm legal certainty and justice for child victims.

Keywords: Obscenity; Legal Protection; Effectiveness; Children; Sexual Harassment

Abstrak
Pencabulan terhadap anak masih kerap terjadi di tengah masyarakat dan sering menimbulkan
dampak psikologis serta gangguan perkembangan bagi korban anak. Artikel ini membahas tin-
dak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP, Undang-
Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dengan mengaitkannya pada Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Ar-
tikel ini juga menelaah efektivitas penerapan norma perlindungan anak dalam memberikan per-
lindungan hukum kepada anak. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, tulisan ini
menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku telah menyediakan dasar pemidanaan dan
perlindungan, tetapi efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi, sensitivitas, dan
profesionalitas aparat penegak hukum. Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memperli-
hatkan penggunaan norma perlindungan anak untuk menegaskan kepastian hukum dan keadilan
bagi korban anak.

Kata Kunci: Pencabulan; Perlindungan Hukum; Efektivitas; Anak; Pelecehan Seksual

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,
sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisi-
pasi, dan memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi. Dalam prak-
tik sosial, salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak bagi anak adalah pelecehan
seksual dan pencabulan. Perbuatan ini tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga
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meninggalkan dampak psikologis, sosial, dan moral yang berkepanjangan.
Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang

terus meningkat. Korban tidak hanya berasal dari kelompok rentan secara ekonomi atau
pendidikan, tetapi dapat muncul dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam banyak peri-
stiwa, kasus-kasus tersebut bahkan tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut,
atau berada di bawah ancaman pelaku. Akibatnya, kejahatan seksual terhadap anak ser-
ing kali tersembunyi di balik relasi kuasa yang timpang dan lemahnya keberanian untuk
melapor.

Secara hukum, negara telahmenyediakan instrumen untukmenindak pelaku serta
melindungi korban, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, keberadaan
norma saja belum cukup. Efektivitas perlindungan hukum tetap ditentukan oleh kuali-
tas penegakan hukum, keseriusan aparat, dan keberpihakan terhadap kepentingan terbaik
bagi anak.

Salah satu contoh penting adalah Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR yang
menilai perbuatan terdakwa terhadap korban anak dan menerapkan ketentuan perlindun-
gan anak dalam proses pemidanaan. Putusan ini relevan untuk dikaji karena memperli-
hatkan bagaimana norma pidana umum dan norma perlindungan anak diterapkan dalam
perkara konkret, sekaligus menjadi cermin untuk menilai efektivitas perlindungan hukum
terhadap anak korban kejahatan seksual.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas dua pokok persoalan. Pertama, bagaimana tindak pidana dan
sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP, Undang-Undang
Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila
dikaitkan dengan Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Kedua, bagaimana efektiv-
itas penerapan norma perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dalam
memberikan perlindungan hukum kepada anak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum ke-
pustakaan. Bahan yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku,
artikel jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan isu pencabulan terhadap anak dan
perlindungan hukum bagi korban.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pen-
dekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah konstruksi
norma pidana dan perlindungan anak, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk
membaca penerapan norma tersebut dalam Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR.
Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan hubungan antara
norma, penerapan, dan perlindungan hak korban anak.
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4. Pembahasan

4.1 Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

Dalam hukum pidana, pencabulan dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan den-
gan kesusilaan dan berhubungan dengan hasrat seksual, seperti menyentuh organ sek-
sual, memaksa korban melakukan tindakan cabul, atau melakukan persetubuhan di luar
kehendak korban. Dalam konteks anak, pencabulan memiliki bobot perlindungan yang
lebih tinggi karena anak berada dalam posisi yang belum matang secara fisik, mental, dan
sosial, sehingga sangat rentan menjadi objek eksploitasi seksual.

KUHPmenempatkan kejahatan kesusilaan sebagai perbuatan yang dapat dipidana
apabila terdapat unsur kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, atau persetubuhan
yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam konstruksi tersebut, anak sebagai kor-
ban harus diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus, bukan
sekadar alat pembuktian dalam perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas
posisi itu dengan memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap setiap orang
yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangka-
ian kebohongan, atau bujukan untuk melakukan persetubuhan dengan anak. Norma ini
menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak semata-mata berorientasi pada penghuku-
man pelaku, melainkan juga pada pengakuan bahwa anak memerlukan penjagaan hukum
yang lebih kuat dibandingkan korban dewasa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
memperluas kerangka perlindungan dengan menempatkan perbuatan cabul, perse-
tubuhan terhadap anak, dan bentuk eksploitasi seksual lainnya sebagai bagian dari
rezim perlindungan yang lebih komprehensif. Meskipun ketentuan pidananya tetap
harus dibaca bersama KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang
ini menandai penguatan perspektif korban dan pengakuan yang lebih tegas terhadap
kerugian fisik, psikis, dan sosial yang diderita anak.

4.1.1 Penerapan pada Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR

Dalam perkara yang dianalisis, terdakwa terbukti melakukan perbuatan persetubuhan ter-
hadap korban anak melalui bujukan dan rangkaian janji untuk bertanggung jawab serta
menikahi korban. Majelis hakim menilai bahwa unsur pembujukan terhadap anak untuk
melakukan persetubuhan telah terpenuhi, sehingga penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-
Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan tepat.

Putusan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa dalam perkara seksual
terhadap anak, hakim tidak berhenti pada pembacaan sempit atas hubungan seksual se-
mata, tetapi juga melihat adanya relasi bujuk rayu, ketimpangan posisi, dan keadaan kor-
ban yangmasih berada di bawah umur. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berdiri
di atas fakta biologis persetubuhan, tetapi juga pada perlindungan terhadap integritas dan
masa depan anak.

Penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa dalam putusan tersebut
mencerminkan upaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera. Dari sudut
pandang perlindungan anak, putusan ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang
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tersedia dapat digunakan untuk menegaskan keadilan bagi korban selama aparat penegak
hukum dan hakim benar-benar menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai titik tolak
pertimbangan hukumnya.

4.2 Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi dari kemampuan
norma tersebut untuk benar-benar melindungi anak sebagai korban. Dalam praktik,
banyak hambatan yang mengurangi efektivitas perlindungan, antara lain rasa takut
korban untuk melapor, ketergantungan korban terhadap orang dewasa di sekitarnya,
lemahnya sensitivitas aparat, serta kecenderungan sebagian proses hukum yang masih
belum sepenuhnya berperspektif korban.

Penegakan hukum yang efektif menuntut profesionalitas aparat kepolisian, kejak-
saan, advokat, dan hakim. Dalam perkara pencabulan terhadap anak, aparat tidak cukup
hanya membuktikan unsur-unsur delik secara formal. Mereka juga harus mampu mem-
baca posisi korban, akibat psikologis yang timbul, serta kebutuhan korban atas pemuli-
han, rasa aman, dan kepastian hukum. Tanpa itu, hukum dapat berhenti sebagai prosedur,
bukan perlindungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar yang kuat untuk menin-
dak pelaku dengan ancaman pidana yang relatif berat. Sementara itu, Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkaya perspektif perlindungan dengan menem-
patkan kekerasan seksual sebagai persoalan yang berdampak luas terhadap martabat kor-
ban. Meski demikian, efektivitas kedua undang-undang ini masih sangat tergantung pada
kesungguhan negara dalam menerapkannya secara konsisten dan tanpa diskriminasi.

4.2.1 Hak Anak Sebagai Korban

Anak korban pencabulan harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilin-
dungi, didengar, dipulihkan, dan dijaga masa depannya. Perlindungan itu meliputi per-
lindungan dari ancaman pelaku, dari stigma sosial, serta dari proses hukum yang jus-
tru berpotensi menimbulkan penderitaan baru. Oleh karena itu, keberpihakan pada anak
bukan berarti mengabaikan hak terdakwa, melainkan memastikan bahwa proses pidana
tidak kehilangan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif.

Jika ditinjau dari Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR, penerapan norma
perlindungan anak dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat bekerja se-
cara efektif ketika aparat dan hakim menjadikan korban anak sebagai pusat perlindungan.
Putusan itu memperlihatkan bahwa penggunaan norma perlindungan anak bukan hanya
sah secara hukum, tetapi juga penting secara moral dan sosial untuk menegaskan bahwa
tubuh dan martabat anak tidak boleh dijadikan objek kekerasan seksual.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan kesusilaan yang tidak
hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga perkembangan psikologis dan masa depan-
nya. KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah
menyediakan dasar normatif untuk menindak pelaku serta melindungi anak sebagai kor-
ban.

Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR memperlihatkan bahwa penerapan
norma perlindungan anak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban
apabila hakim membaca perkara dengan memperhatikan posisi anak sebagai subjek yang
harus dilindungi. Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pada akhirnya sangat
ditentukan oleh profesionalitas aparat penegak hukum, keberanian menegakkan norma,
dan kesediaan untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama.

5.2 Saran

Penegak hukum perlu secara konsisten menggunakan norma perlindungan anak dan
norma kekerasan seksual dengan perspektif yang berpihak pada korban anak. Selain
itu, koordinasi antara negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat perlu
diperkuat agar pencegahan, pelaporan, penanganan perkara, dan pemulihan korban da-
pat berjalan lebih efektif.
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